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PUTUSAN 

Nomor 3204/Pdt.G/2019/PA.Tgrs 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, umur 44 tahun, agama Islam, 

pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat 

kediaman di Kab. Tangerang, Banten, sebagai Pemohon 

konvensi / Tergugat rekonvensi; 

melawan 

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, umur 42 tahun, agama 

Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Banten., sebagai 

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan 

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat 

bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

DALAM KONVENSI 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 

tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

3204/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Adapun  permohonan Pemohon selengkapnya  sebagai berikut: 

  

Disclaimer
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    Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, 

yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2003 M bertepatan 

pada tanggal 07 Sya'ban 1424H, sebagaimana ternyata dalam Kutipan 

Akta Nikah No. 637/22/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 M yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan T. Karang Timur Bandar Lampung Lampung;   

   Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan 

secara Islam dan atas dasar suka sama suka  dengan tujuan untuk 

membangun keluarga  Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni 

membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi 

dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah;  saling 

mencurahkan  Mawaddah, rasa cinta,  kasih sayang, penghargaan dan 

penghormatan;   serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT 

sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 

21;   

   Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 

(dua) orang anak yang bernama :  

 3.1 FATHIA RAHMADINI PASSA, Perempuan, 15 Oktober 2004;  

3.2  FATIMA ZWEBA PASSA, Perempuan 07 Oktober 2007;  

    Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

cukup  harmonis, namun keharmonisan rumah tangga tersebut mulai 

terganggu sekitar awal tahun 2008 bahkan hingga kini semakin 

memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali 

dikarenakan  hal-hal sebagai berikut:    Termohon sudah tidak lagi 

mendengarkan dan melaksanakan segala nasihat yang Pemohon 

berikan, sehingga Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai 

seorang suami dan kepala rumah tangga;   

   Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

Pemohon, seperti mengancam Pemohon dengan senjata tajam, yang 

membahayakan keselamatan jiwa Pemohon, sehingga Pemohon merasa 

sudah tidak aman secara fisik dan psikis;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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   Termohon terlalu mementingkan kepentingan keluarga besar Termohon 

di banding kepentingan Pemohon dan Keluarga Besar Pemohon, yang 

mengakibatkan komunikasi antara Pemohon dengan keluarga besar 

Pemohon menjadi kurang baik;   

   Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon 

berikan;   

   Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tercipta komunikasi 

dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan 

perselisihan walau dalam hal sepele;     

     

   Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu 

menjadi istri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi 

tuntutan syariat untuk asyir bil ma'ruf, yakni mendudukkan Pemohon 

pada tempat yang sepatutnya selaku suami dan imam telah membuat 

Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan 

kesempatan kepada Termohon untuk berubah 

guna  membangun  rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih. 

Selain itu setiap Pemohon mengingatkan akan kelalaian Termohon 

selaku istri tersebut pada kenyataannya justru tidak ditanggapi sehingga 

kerap memicu timbulnya syiqaq, percekcokan yang terus menerus;   

   Bahwa selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara 

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat dan 

bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan 

sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri sejak awal tahun 

2014 sampai sekarang;   

   Bahwa,  upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini 

sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, 

terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi ;   

   Bahwa Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak kearah perbaikan 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3204/Pdt.G/2019/PA.Tgrs 

 

bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan 

Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk 

didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon 

ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan 

kezaliman untuk tidak saling menyakiti ;   

   Bahwa,  keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah 

memupus  rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon 

juga telah membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap 

Termohon dan bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak 

saling perduli,  hal mana membuat keadaan  rumah tangga Pemohon 

dan Termohon semakin memburuk sehingga  sulit untuk dipertahankan 

lagi, padahal Pemohon -sekali lagi- telah memberikan kesempatan 

kepada Termohon  untuk berubah dan membangun rumah tangga 

sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan  Penggugat sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan;   

 Dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan 

adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan 

Termohon yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Termohon 

kesalahan mana terhadapnya tidak pernah  ada upaya  untuk diperbaiki 

oleh Termohon sendiri sehingga dan  oleh karenanya demi kebaikan 

semua pihak, khususnya demi kemaslahatan pertumbuhan dan 

perkembangan anak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum 

apabila Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa melalui Majelis Hakim 

pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai 

Talak ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat 

hukumnya;  

    Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara 

ini;   

 Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Pemohon baik menurut 

Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk 
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mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan oleh 

karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, 

memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut: 

  

 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

Primer: 

    Mengabulkan Permohonan PEMOHON;   

   Menjatuhkan Talak Satu Raj'i oleh PEMOHON (Pemohon konvensi / 

Tergugat rekonvensi) terhadap TERMOHON (Termohon konvensi / 

Penggugat rekonvensi) dan Memberi izin kepada PEMOHON 

(Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi) untuk mengucapkan Ikrar 

Talak kepada TERMOHON (Termohon konvensi / Penggugat 

rekonvensi) di Pengadilan Agama Tigaraksa;   

   Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;   

 Subsider 

ATAU 

apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil -adilnya 

(ex aequo et bono);  

 

 Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan 

Termohon hadir sendiri di persidangan; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan 

Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang 

pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah 

dipanggil secara sah; 
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Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon 

untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adang 

Budaya, S.Sy) tanggal 22 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon 

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− ... 

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik 

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− ... 

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik 

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− ... 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : 

... 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah 

mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

Saksi 1 saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan 

Petani, bertempat tinggal di Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten 

Nganjuk, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : 

− ... 

Saksi 2 saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Mina RT001/RW012 Kelurahan 

Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, di bawah 

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : 

− ... 
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Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan 

menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan 

tanggapannya karena tidak hadir; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah 

mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : 

− Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 637/22/X/2003, 

tanggal 04 Oktober 2003, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan T. Karang Timur Bandar Lampung Lampung; ...  

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya 

ternyata cocok, dan diberi kode P; 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

Saksi 1 A Karim Gusani bin Drs. H. M. Nur Alfian, umur 44 tahun, agama 

Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. H. 

Said Ggg K. Pedang 21 A RT003 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur 

Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai 

berikut : 

− #2023# 

Saksi 2 Siti Rohmawati binti Samhudi, umur 48 tahun, agama Islam, 

pendidikan ..., pekerjaan Guru/Pengajar, bertempat tinggal di Jl. Qadr V No. 

6-A Islamic Village RT001/RW014 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa 

Dua Kabupaten Tangerang#, di bawah sumpah, memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

− ... 

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon 

menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat 

didengarkan tanggapannya karena tidak hadir; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya 

dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon 
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menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi 

selain mohon putusan; 

DALAM REKONVENSI 

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan 

Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa .............., maka Majelis 

Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, 

dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan 

Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat; 

 Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara 

lisan pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa ..................; 

− Bahwa ..................; 

− Bahwa ..................; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada 

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini agar memutuskan sebagai berikut: 

Primer: 

− Mengabulkan gugatan Penggugat; 

− ........................; 

− ........................; 

Subsider: 

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

− Bahwa ..................; 

− Bahwa ..................; 

− Bahwa ..................; 

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 

replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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• Bahwa ..................; 

• Bahwa ..................; 

• Bahwa ..................; 

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik 

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

• Bahwa ..................; 

• Bahwa ..................; 

• Bahwa ..................; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa:  

• fotokopi ................., bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan 

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T; 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah 

mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. Sunarto bin Wiryo Astro, di bawah sumpah, memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; 

− Bahwa ............; 

− Bahwa ............; 

2. Dina Restuningrum binti Sunarto, di bawah sumpah, memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; 

− Bahwa ............; 

− Bahwa ............; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, dan Tergugat ...............; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah 

mengajukan alat bukti tertulis berupa:  

• fotokopi ................., bermeterai cuku, telah dicap pos (nazegelen) dan 

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P; 
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Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. A Karim Gusani bin Drs. H. M. Nur Alfian, di bawah sumpah, 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; 

− Bahwa ............; 

− Bahwa ............; 

2. Siti Rohmawati binti Samhudi, di bawah sumpah, memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

− Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon; 

− Bahwa ............; 

− Bahwa ............; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, dan Penggugat ...............; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan ................. 

dan Tergugat menyatakan kesimpulan ....................; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi 

maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum 

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

DALAM KONVENSI            

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan 

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun 

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) 

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan 
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Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka 

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut 

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai 

adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 

(satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga 

Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon 

meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana 

layaknya suami-istri; 

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui 

adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara 

Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena 

Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan 

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat 

formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah 

dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2003, relevan dengan dalil yang 

hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, 

maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon 

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 

2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi 
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yaitu: Sunarto bin Wiryo Astro dan Dina Restuningrum binti Sunarto, 

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam 

duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, 

isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri 

oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling 

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian 

para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil 

dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan 

keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang 

disimpulkan sebagai berikut: 

− Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah; 

− Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...; 

− ... 

− Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan 

Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami 

keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah 

berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena 

keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan 

ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah 

tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah 

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah 
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tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan 

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan 

hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang 

perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam 

al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi: 

نَّْفَإِْ الطَّلاَقَْ عَزَمُواْ وَإِنْ   عَليِم سَمِيعْ  اللَْ 

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan 

hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

(al-Baqoroh: 227); 

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk 

memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan 

saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya 

memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu 

perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 

tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan 

perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (....) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (....) Kompilasi 

Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan 

Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut 

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan 

Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis 

Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah 

dan kenang-kenangan (mut’ah) kepada Termohon yang besarnya akan 
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disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 

158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim 

memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam 

al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi: 

 ال مُتَّقيِنَْ عَلَى حَقّا ْ بِال مَع رُوفِْ مَتَاع  وَلِل مُطَلَّقَاتِْ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi 

mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi 

orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241); 

DALAM REKONVENSI           

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang isi 

tuntutannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai 

ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili; 

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, 

mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam 

rekonvensi; 

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut 

kepada Tergugat untuk ...............; 

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan 

................; 

Menimbang, bahwa ................; 

Menimbang, bahwa ................; 

Menimbang, bahwa ................; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;  
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

DALAM KONVENSI 

− Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi; 

− Memberi izin kepada Pemohon konvensi, Rahmat Sattar, S.T. bin Sattar, 

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon konvensi, 

Syamsuryani, S.Pd. binti  M. Said Palebo, di depan sidang Pengadilan 

Agama Tigaraksa; 

− Menghukum Pemohon konvensi, Rahmat Sattar, S.T. bin Sattar, untuk 

memberikan kepada Termohon konvensi, Syamsuryani, S.Pd. binti  M. 

Said Palebo, nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. ..............,- 

(...................) dan mut’ah (kenang-kenangan) berupa ............; 

DALAM REKONVENSI 

− Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi; 

− .........................; 

− .........................; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

− Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar 

biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu 

rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai 

Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada 

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta 

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Wiwiek Lestari, 

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh #0046# di luar 

hadirnya Termohon. 
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Hakim Anggota  

 

 

Drs. M. Syukri, S.H., M.H. 

 

 

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H 

Ketua Majelis, 

 

 

Dra. Nurnaningsih, S.H. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag. 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  ATK Perkara : Rp 75.000,00 

-  Panggilan : Rp 1.118.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 6.000,00 

J u m l a h : Rp 1.259.000,00 

(satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). 

 

 

Salinan Sesuai Aslinya   

Pengadilan Agama Tigaraksa 

Panitera 

 

 

Saiful Bahry, S.H., M.H. 
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